Sulbar Dapat Pinjaman PEN Rp 37.4 Miliar
dari PT SMI

Sumber foto: https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2020/03/15/69a4a440-54ac-42ea-aa51-3a85c43aba77_169.jpeg?w=700&q=90:

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapat pinjaman dana
untuk pemulihan akibat pandemi Covid-19 atau Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 37.4
miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar melakukan
penandatanganan perjanjian pinjaman PEN Daerah dengan Direktur Utama PT SMI - Edwin Syahruzad
secara sirkuler.

Usulan pinjaman PEN Daerah Provinsi Sulawesi Barat kepada PT SMI ditujukan untuk memenuhi
kepentingan penanganan ekonomi daerah, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
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Provinsi Sulawesi Barat mengalami realokasi sehingga pemerintah harus melakukan refocusing anggaran
pada peningkatan infrastruktur prioritas. Seperti peningkatan Ruas Jalan Martadinata - Sumare - Batas
Tapalang Barat, Ruas Jalan Salubatu - Bonehau, Ruas Jalan Salutambung - Urekang, serta Ruas Jalan -
Mapilli - Piriang.

Perjanjian antara PT SMI dengan Pemprov Sulawesi Barat merupakan bentuk upaya Pemerintah Pusat
dalam menyelamatkan perekonomian daerah yang terkena dampak Covid-19. PEN diluncurkan sebagai
stimulus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil. PT SMI berharap, dengan selalu
menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), transparansi dan
akuntabilitas dalam implementasinya, dukungan fasilitas pinjaman PEN Daerah ini dapat terus

menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat.

Direktur Utama PT SMI mengatakan Edwin Syahruzad, evaluasi proposal yang dilakukan telah
mempertimbangkan berbagai mitigasi risiko, baik risiko keuangan, risiko hukum, serta risiko lingkungan
dan sosial terkait pelaksanaan pemberian pinjaman PEN Daerah. "Kami juga akan melakukan monitoring

secara rutin atas realisasi pinjaman, agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran,"katanya.

Sekprov Sulbar Dr Muhammad Idris DP mengaku bersyukur karena Sulbar bisa mendapatkan skema
penyelesaian kebutuhan di bidang infrastruktur melalui bantuan pendanaan dari PT SMI. "Tidak semua
daerah mendapatkan skema tersebut, setelah kita sabar membangun koordinasi dengan berbagai pihak
Menteri Keuangan juga Menteri Dalam Negeri, alhamdulillah kita mendapatkan skema anggaran
peminjaman yang diberikan kepercayaan mengelola anggaran 37,4 miliar,"kata Idris via telepon, Jumat
(30/10/2020).

Dikatakan, rencananya anggaran tersebut akan diperuntukkan untuk pekerjaan jalan yang memang terkena
dampak pada saat berjalan refocusing dan relokasi anggaran. "Jadi ini lebih kepada bantuan sarana dan
prasarana yang terkena refocusing. Ditargetkan selesai dalam 45 hari ke depan artinya harus selesai tahun

ini,"ujarnya.

Dia mengatakan, kepala Dinas PU harus dipastikan segera menyelesaikan pekerjaan yang sudah di tender
dan kontak, melanjutkan pekerjaan dalam minggu ini karena waktu kerja hanya 45 hari menyelesaikan
pekerjaan ini. "Sebenarnya kita mengusulkan sekitar Rp 500 miliar lebih, namun mengingat keterbatasan

anggaran di pusat yang hanya menyediakan alokasi 10 triliun untuk daerah yang layak. Setelah
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mengakumulasi beberapa daerah seperti di Jawa, Sulsel dan Gorontalo, akhirnya kita sendiri mendapatkan

dana tersebut, sebesar 37.4 miliar,"tuturnya. (tribun-timur.com)

Sumber:

TRIBUN-TIMUR.COM, Sulbar Dapat Pinjaman PEN Rp 37.4 Miliar dari PT SMI, 30 Oktober 2020.

https://makassar.tribunnews.com/2020/10/30/sulbar-dapat-pinjaman-pen-rp-374-miliar-dari-

pt-smi

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 43/2020) menjelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 1

Angka 1.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian
kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan
negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian

nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Angka 13

Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah yang selanjutnya disebut
Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan

ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

2. Pasal 2 (PP 23/2020)
Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi

para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

3. Pasal 4 (PP 23/2020)
Untuk melaksanakan Program PEN, pemerintah dapat melakukan:
a. PMN
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Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai
modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara
korporasi. (Pasal 1 angka 2)

b. Penempatan dana
Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menempatkan
sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu. (Pasal 1 angka 3)

c. Investasi pemerintah
Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka
panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. ((Pasal 1 angka 4)

d. Penjaminan
Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban

finansial terjamin kepada penerima jaminan. (Pasal 1 angka 5)

4. Pasal 5 (PP 23/2020)
Untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 15
(1) Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah.
(2) Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:
a. pemberian pinjaman kepada BUMN;
b. pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau

c. Pinjaman PEN Daerah.

6. Pasal 15B
(1) Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT
Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
b. dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan

c. diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
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(2) Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi
persyaratan paling sedikit:

a. merupakan daerah yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);

b. memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;

c. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75%
(tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah untuk tahun sebelumnya; dan

d. memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN

Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan

Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah
1. Pasal 1
Angka 9

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menenma manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban

untuk membayar kembali.

Angka 10

Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan

ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.

Angka 11
Pinjaman Daerah Berbasis Program yang selanjutnya disebut Pinjaman Program adalah Pinjaman
Daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya Paket Kebijakan yang disepakati antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Angka 12
Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman
Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi

kewenangan Daerah.
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2. Pasal 2

(1) Untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program PEN, kepada Pemerintah Daerah
dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah.

(2) Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
b. dapat berupa Pinjaman Program dan/ atau Pinjaman Kegiatan;
c. jangka waktu pinjaman paling lama 10 (sepuluh) tahun;
d. tingkat suku bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun;
e. biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0, 185% (nol koma satu delapan lima persen)

dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan

f. biaya provisi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.
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